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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.   Latar Belakang 

 

Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah 

asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar 

memandang bahwa keterbukaan ini sebagai wujud transparansi 

penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan 

segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, terkhusus di 

wilayah kerja BPRL Makassar. Sebagai penunjang asas keterbukaan 

tersebut, maka BPRL Makassar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik sebagai sarana 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara 

dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. Pengawasan 

ataupun monitoring keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri diatur menggunakan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

Dalam Undang-undang Keterbukaan informasi Publik, yang dimaksud 

dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai 

dengan Undang- undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik. Keterbukaan informasi diharapkan menjadi semangat 

berdemokrasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab 

secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong 

akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, 

keterbukaan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan 
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langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan 

secara strategis. 
 

 

B. Tujuan 
 

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah: 
 

1.     Sebagai  bahan  pelaporan  perkembangan  kegiatan  pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik di BPRL Makassar 

2.     Sebagai   bahan   evaluasi   pelaksanaan   kegiatan   pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik di BPRL Makassar 

 

C. Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik di BPRL Makassar meliputi rincian kegiatan, hasil 

pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monev pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik sebelumnya. 

 
 

D. Dasar Hukum 
 

Dasar   hukum   dalam   mengoptimalkan   pengawasan   publik   terhadap 

penyelenggaraan negara di BPRL Makassar berpedoman pada : 

1. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

2. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik sebagai 

sarana dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 22 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan 

4. Keputusan   Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor   36/KEPMEN- 

KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

5. Keputusan   Menteri  Kelautan  dan   Perikanan  Nomor  81/KEPMEN- 

KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

2.1. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik 
 

Sebagai upaya penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-

Undang KIP, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses 

atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan elemen penting 

dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka yakni 

memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses 

informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun 

keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau 

pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan 

haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan 

memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait 

pelayanan informasi barbasis publik, serta mampu melaksanakan secara 

proporsional yang artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus 

bersifat realistis. 

Keterbukaan    informasi    memberi    peluang    bagi    publik    untuk 

berpartisipasi  dalam  berbagai  kebijakan  publik.  Kondisi  ini  sekaligus 

mendorong  terciptanya  clean  and  good  governance  karena  BPRL Makassar 

diminta untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah 

dikerjakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Menurut jenisnya, 

informasi keterbukaan publik dibagi menjadi 4 yaitu: 1) informasi yang tersedia 

setiap saat; 2) informasi yang diumumkan serta merta; 3) informasi yang 

diumumkan secara berkala; dan 4) Informasi yang dikecualikan. BPRL Makassar 

telah melakukan keterbukaan informasi berpedoman pada Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di L ingkungan  Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil evaluasi Keterbukaan Informasi 

Publik BPRL Makassar, diketahui bahwa pada periode Semester I Tahun 2026 
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semua jenis informasi tersebut tersedia. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

jenis-jenis informasi tersebut. 

 
2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

 
1. Informasi yang Tersedia Setiap Saat 

BPRL Makassar telah melakukan keterbukaan informasi kepada publik yang 

tersedia setiap saat yaitu melalui website resmi PPID BPRL Makassar 

(https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-

publik/tersedia-setiap-saat/). Informasi yang tersedia setiap saat di website 

tersebut yaitu berupa:  

1. Daftar Informasi Publik;  

2. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Unit organisasinya;  

3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;  

4. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;  

5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;  

6. Persyaratan perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh unit organisasinya;  

7. Data perbendaharaan atau inventaris;  

8. Rencana strategis dan rencana kerja unit organisasinya; 

9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;  

10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;  

11. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran; yang ditemukan dalam 

pengawasan internal serta laporan penindakannya;  

12. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat serta laporan penindakannya;  

13. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian 

akademik; 

14. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya 

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 

15. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 

berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi; dan 

16. Informasi tentang standar layanan Informasi. 

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
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Gambar 1. Informasi Yang Tersedia Setiap Saat 

 

2. Informasi yang Diumumkan Serta Merta 
 

BPRL Makassar juga aktif dalam mengumumkan informasi serta merta kepada 

publik yaitu dengan mengekspos berbagai kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan BPRL Makassar maupun informasi tentang kebencanaan, 

pencemaran, dan kejadian luar biasa. Dalam menyampaikan informasi publik, 

BPRL Makassar menggunakan berbagai media sosial seperti YouTube, Twitter, 

Facebook, dan Instagram. Informasi yang ditampilkan dalam bentuk video 

maupun foto. Gambaran mengenai informasi yang diunggah di sosial media 

BPRL Makassar dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

    
 

Gambar 2. Informasi yang diumumkan serta merta 

 

3.  Informasi yang diumumkan secara berkala 
 

BPRL Makassar juga pengumuman Informasi secara berkala dimana 

informasi tersebut merupakan informasi terbatas yang hanya diumumkan 
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kepada Pemerintah atau Pejabat Eselon/ diatasnya atau kepada publik dengan 

periode tertentu. Informasi yang diberikan dapat berupa perkembangan kegiatan 

BPRL, capaian kegiatan, dan hal penting lainnya dalam bentuk 5W1H. 

Penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung kepada Pejabat 

Eselon / diatasnya atau melalui linimasa di aplikasi Portal KKP. Contoh informasi 

yang diumumkan secara berkala dapat dilihat pada Gambar 3 yaitu Indeks 

Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi PPID Semester II Tahun 2025. 

 
Gambar 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi PPID  

Semester II Tahun 2025 
 

4. Informasi yang dikecualikan 
 

Informasi yang dikecualikan yaitu pemberian informasi publik dimana 

informasi tersebut tidak didapat melalui website atau sosial media BPRL 

Makassar kepada pihak terkait dengan bersurat resmi ataupun tidak resmi. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Biro Hubungan Masyarakat 

dan Kerja Sama Luar Negeri telah menyediakan Portal PPID yakni pada 

laman https://ppid.kkp.go.id/ . Semua permohonan diterima melalui 

mekanisme yang berlaku di PPID KKP. Permohonan yang masuk kemudian 

akan diteruskan ke Eselon I dan kantor UPT bersangkutan. Hasil rekap 

permohonan data yang masuk ke BPRL Makassar dalam waktu 6 (enam) 

bulan yakni sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ppid.kkp.go.id/
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 Tabel 1. Permohonan Data BPRL Makassar 
 

 
No 

Nomor  

Penerimaan 

Asal  

Permohonan Perihal 

1 
383/PPIDKKP-

PI/II/2026 

Muhammad 

Syamsul Rezza 

Nurdin 

Konsultasi KKPRL Pembangunan 

Tambak Udang di Kabupaten 

Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan 

2 
463/PPIDKKP-

PI/III/2026 

Rizky Sapharina 

Utami 

Konsultasi KKPRL oleh DKP Sulsel 

melalui CDK Mamminasata terkait 

rencana pembangunan dermaga di 

Kec. Galesong, Kabupaten Takalar, 

Provinsi Sulawesi Selatan 

3 
484/PPIDKKP-

PI/III/2026 
Andi Sadapotto 

PT. Marina Indo Prima telah memiliki 

KKPRL untuk kegiatan 

penampungan air dengan KBLI 

36002. Kemudian perusahaan 

berencana menambahkan kegiatan 

pembesaran Crustacea dengan KBLI 

03254. Oleh karena itu, guna 

mendukung kegiatan tersebut, 

perusahaan berencana untuk 

mengurus KKPRL Multi KBLI 

4 
658/PPIDKKP-

PI/IV/2026 

A. Pusva  

Yulyana 

Konsultasi KKPRL terkait rencana 

lokasi Kampung Nelayan Merah Putri 

(KNMP) di wilayah Kabupaten Barru, 

Provinsi Sulawesi Selatan 

5 
724/PPIDKKP-

PI/IV/2026 

Andi Annisa  

Rusli 

Permohonan Informasi dalam rangka 

penulisan karya tulis ilmiah tesis 

dengan judul "Pengelolaan 

Pemanfaatan Pesisir untuk 

Pengembangan Budidaya Rumput 

Laut Dekat Industri” di Kabupaten 

Bantaeng, Sulawesi Selatan 
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6 
725/PPIDKKP-

PI/IV/2026 

Muhammad 

Khadafi 

Sebagai pedoman pendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi pada 

Cabang Dinas Kelautan Kepulauan 

Selayar Provinsi Sulawesi Selatan 

7 
768/PPIDKKP-

PI/V/2026 

Leonarto Y. 

Gonero 

Audiensi dan Konsultasi Teknis 

penyusunan dokumen KKPRL lokasi 

pembangunan Kampung Nelayan 

Merah Putih (KNMP) di Desa 

Kalumbatan Kecamatan Totikum 

Selatan, Kabupaten Banggai 

Kepulauan, Provinsi Sulawesi 

Tengah 

8 
770/PPIDKKP-

PI/V/2026 
Nirmala Santi 

Perbaikan Dokumen KKPRL 

Permukiman Suku Bajo Kabupaten 

Bombana Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

9 
788/PPIDKKP-

PI/V/2026 
Ryan Pratama 

Konsultasi Dokumen KKPRL an PT. 

Yongning Internasional Investasi di 

Kabupaten Morowali Provinsi 

Sulawesi Tengah 

10 
834/PPIDKKP-

PI/V/2026 
Erwin Pasali 

Konsultasi KKPRL PT. Batu Alam 

Prima di Kabupaten Morowali, 

Provinsi Sulawesi Tengah 

11 
847/PPIDKKP-

PI/V/2026 
Suko Wardono 

Permohonan data Implementasi 

Pelaksanaan PKKPRL dalam rangka 

penelitian dan publikasi di bidang 

kelautan dan perikanan 

12 
850/PPIDKKP-

PI/V/2026 

Arizal Untung 

Juang, ST.,M.Si 

Konsultasi KKPRL an subjek hukum 

Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

13 
860/PPIDKKP-

PI/V/2026 

Muhammad Al 

Amin 

Konsultasi Dokumen KKPRL PT. 

Biringkassi Raya di Kabupaten 

Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan 
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14 
910/PPIDKKP-

PI/V/2026 

Ameliya  

Rachmah 

Konsultasi Dokumen PKKPRL CV. 

Trisakti Jaya Laut di Kabupaten 

Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan 

15 
1003/PPIDKK

P-PI/VI/2026 

Abdy Wunanto 

Hasan 

Permohonan Informasi Data Hiu 

Paus Botubarani Gorontalo melalui 

Indeks Stabilitas Adaptasi 

Kemunculan Tahunan (ISAKy) Hiu 

Paus 

16 
1059/PPIDKK

P-PI/VI/2026 

Dimas Pribadi 

Nugroho 

Konsultasi Dokumen KKPRL PT 

Rekind Daya Mamuju di Kabupaten 

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 
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Tabel 2. Laporan Layanan Informasi Publik PPID 

NO 

 

NO. REGISTER 
PERMOHONAN 

INFORMASI 
PUBLIK 

WAKTU 
PENYELESAIAN 
PERMOHONAN 

INFORMASI PUBLIK 
(HARI KERJA) 

NO 
REGISTER 

KEBERATAN 

NOMOR, 
TANGGAL, DAN 

TANGGAPAN 
ATASAN PPID 

PROSES 
SENGKETA 
(APABILA 

ADA) 

KEGIATAN 
LAIN PPID 

1 
383/PPIDKKP-

PI/II/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

2 
463/PPIDKKP-

PI/III/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

3 
484/PPIDKKP-

PI/III/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

4 
658/PPIDKKP-

PI/IV/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

5 
724/PPIDKKP-

PI/IV/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

6 
725/PPIDKKP-

PI/IV/2026 
4 (empat) hari kerja - - - - 

7 
768/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

8 
770/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

9 
788/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 
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10 
834/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

11 
847/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

12 
850/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

13 
860/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja - - - - 

14 
910/PPIDKKP-

PI/V/2026 
1 (satu) hari kerja     

15 
1003/PPIDKKP-

PI/VI/2026 
1 (satu) hari kerja     

16 
1059/PPIDKKP-

PI/VI/2026 
1 (satu) hari kerja     

 
Selama Semester I Tahun 2026 tidak ada register keberatan terkait penyampaian informasi publik. 
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Tabel 3. Daftar Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan BPRL Makassar Semester I Tahun 2026 
 

NO JENIS INFORMASI MEDIA INFORMASI TANGGAL INFORMASI 

I INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT   

 A. Struktur Organisasi Poster yang tersedia di Ruang Pelayanan Setiap saat 

 B. Profil BPRL Makassar Media Sosial BPRL Makassar Setiap saat 

 C. Regulasi terkait Konservasi Jenis Ikan Media Sosial BPRL Makassar Setiap saat 

 D. Standar Pelayanan Poster yang tersedia di Ruang Pelayanan Setiap saat 

 E. Maklumat Pelayanan Poster yang tersedia di Ruang Pelayanan Setiap saat 

 F. Layanan Pengaduan Media Sosial BPRL Makassar Setiap saat 

 G. Whistle Blowing System Media Sosial BPRL Makassar Setiap saat 

 H. Unit Pengendali Gratifikasi Media Sosial BPRL Makassar Setiap saat 

 I. Layanan Surat Angkut Jenis Ikan Website e-SAJI KKP Setiap saat 

 J. Daftar Informasi Publik Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 K. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan 
kebijakan Unit organisasinya 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 L. Informasi tentang organisasi, administrasi, 
kepegawaian, dan keuangan 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 M. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut 
dokumen pendukungnya 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 N. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 
Kementerian dalam rangka pelaksanaan 
tugas, fungsi, dan wewenangnya 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 O. Persyaratan perizinan, perizinan yang 
diterbitkan oleh unit organisasinya 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 P. Data perbendaharaan atau inventaris;  Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 Q. Rencana strategis dan rencana kerja unit 
organisasinya 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 R. Agenda kerja pimpinan satuan kerja Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 S. Informasi mengenai kegiatan pelayanan 
Informasi Publik 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 T. Jumlah, jenis, dan gambaran umum 
pelanggaran; yang ditemukan dalam 
pengawasan internal serta laporan 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 
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penindakannya 

 U. Jumlah, jenis, dan gambaran umum 
pelanggaran yang dilaporkan oleh 
masyarakat serta laporan penindakannya 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 V. Peraturan perundang-undangan yang telah 
disahkan beserta kajian akademik 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 W. Informasi dan kebijakan yang disampaikan 
pejabat unit organisasinya dalam pertemuan 
yang terbuka untuk umum 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 X. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan 
terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa 
berlaku atau uji konsekuensi 

Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

 Y. Informasi tentang standar layanan Informasi Website PPID BPRL Makassar Setiap saat 

   II INFORMASI YANG DIUMUMKAN SERTA 
MERTA 

  

 A. Peninjauan Posko SAR Pesawat ATR 42-
500 Kec. Balocci bersama Wakil Menteri 
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  

Media Sosial BPRL Makassar 20 Januari 2026 

 B. Konferensi Pers Penyerahan Korban 
Pesawat ATR 42-500 

Media Sosial BPRL Makassar 23 Januari 2026 

 C. Respon Cepat Penanganan Paus Terdampar 
di Kab. Mamuju Sulawesi Barat  

Media Sosial BPRL Makassar 24 Januari 2026 

  III INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA 
BERKALA 

  

 A. Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II 
Tahun 2025 

Media Sosial BPRL Makassar 26 Januari 2026 
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NO TUGAS PELAKSANAAN BUKTI PELAKSANAAAN 

1 Memberikan pelayanan Telah  

Informasi Publik yang cepat, 
tepat, dan sederhana; 

dilaksanakan  

2 menyampaikan Informasi Publik 
dalam Bahasa Indonesia yang 
baik, benar, dan mudah 
dipahami; 

Telah  

dilaksanakan  

3 mengumpulkan seluruh informasi Telah Terdapat kategori informasi publik 
yang telah disusun Pedoman 
Pembangunan Zona Intergritas 
Menuju WBK-WBBM di Lingkungan 
BPRL Makassar dan laporan 
monitoring dan evaluasi Keterbukaan 
Informasi Publik 
 
 

 publik yang meliputi: dilaksanakan dan 

a. Informasi yang wajib 
disediakan dan 
diumumkan 
secara berkala; 

b. Informasi yang wajib 
diumumkan secara 
serta-merta; dan 

c. Informasi yang wajib 
tersedia setiap saat; 

diimplementasikan 

  4 mengumpulkan Informasi Publik 
yang Dikecualikan; 

Telah Terdapat kategori informasi publik 
yang telah disusun Pedoman 
Pembangunan Zona Intergritas 
Menuju WBK-WBBM di Lingkungan 
BPRL Makassar dan laporan 
monitoring dan evaluasi Keterbukaan 
Informasi Publik 
 

dilaksanakan dan 

diimplementasikan 

5 memenuhi permohonan Telah Terdapat daftar permohonan 
informasi publik yang telah 
didokumentasikan sesuai Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 22 Tahun 2023  
 
 

Informasi Publik yang dapat dilaksanakan dan 

diakses oleh publik; diimplementasikan 

6 memproses permohonan Telah Tidak terdapat permohonan 
keberatan pengajuan informasi keberatan berdasarkan dilaksanakan dan 

prosedur; diimplementasikan 

7 memberikan alasan tertulis atas 
pengecualian Informasi Publik, 
dalam hal permohonan 
Informasi Publik ditolak; 

Telah Tidak terdapat permohonan informasi 
publik yang ditolak dilaksanakan dan 

dImplementasikan 

 

Tabel 4. Laporan Pelaksanaan Tugas PPID BPRL Makassar  
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NO TUGAS PELAKSANAAN BUKTI PELAKSANAAAN 

8 melakukan penghitaman materi 
Informasi Publik yang 
Dikecualikan beserta alasannya; 

Telah  
dilaksanakan dan 
diimplementasikan 

 

Terdapat kategori informasi publik 
yang telah disusun Pedoman 
Pembangunan Zona Intergritas 
Menuju WBK-WBBM di Lingkungan 
BPRL Makassar dan laporan 
monitoring dan evaluasi Keterbukaan 
Informasi Publik  

 9 menetapkan dan menugaskan 
petugas layanan informasi untuk 
membantu pelaksanaan tugas 
PPID UPT 

Telah Terdapat surat tugas Nomor  
B.291/BPRL.2/TU.110/V/2026 
tentang Tim Pejabat dan Petugas 
Pelaksana Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi  di Balai Penataan 
Ruang Laut Makassar Tahun 2026 

dilaksanakan dan 
diimplementasikan 

10 menggunakan Sistem Informasi 
PPID dalam pengelolaan 
layanan Informasi Publik; 

Telah  PPID UPT telah mendapatkan 
username dan password dalam 
laman ppid.kkp.go.id 

dilaksanakan dan 
diimplementasikan 

11 menyediakan Informasi Publik 
yang mutakhir di Sistem 
Informasi PPID 

Telah  PPID UPT telah mendapatkan 
username dan password dalam 
laman ppid.kkp.go.id 

dilaksanakan dan 
diimplementasikan 

12 menyediakan ruangan dan/atau 
meja layanan 
Informasi Publik; 

Telah   
dilaksanakan,  
ruangan  
tergabung dengan  
ruang pelayanan  
publik  

13 mengoordinasikan Telah Terdapat dokumentasi informasi 
publik yang telah dikategorikan 
laporan monitoring dan evaluasi 
Keterbukaan Informasi Publik 

pendokumentasian dan dilaksanakan 
penyimpanan seluruh Informasi 
Publik di lingkungan wilayah 
kerja PPID UPT 

 

14 mengajukan kepada PPID Unit 
Kerja Eselon I: 
a. usul Informasi Publik untuk 
dimasukkan dalam usulan 
Daftar Informasi Publik PPID 
Unit Kerja Eselon I; dan 
b. usul Informasi Publik yang 
akan dilakukan Pengujian 
Konsekuensi oleh PPID 
Kementerian dan PPID Unit 
Kerja Eselon I; 

Telah  Terdapat Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 
Direktorat Jenderal Penataan Ruang 
Laut Tahun 2025 Tanggal 10 
September 2025 tentang  Daftar 
Informasi Publik Direktorat  Jenderal 
Penataan Ruang Laut Tahun 2025 
  

dilaksanakan 

15 melakukan koordinasi dengan 
PPID Unit Kerja eselon I terkait 
penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik; 

Telah Tidak terdapat sengketa informasi 
publik dilaksanakan 

16 membuat dan menyampaikan 
laporan semesteran layanan 
Informasi Publik kepada PPID 
Unit Kerja Eselon I dengan 

 

 

Telah Telah dilaksanakan pada Semester I  
dilaksanakan  
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NO TUGAS PELAKSANAAN BUKTI PELAKSANAAAN 

 tembusan kepada PPID 
Kementerian; 

  

17 memenuhi permintaan informasi 
dari: 
a) PPID Kementerian dengan 
tembusan kepada PPID Unit 
Kerja Eselon I; atau 
b) PPID Unit Kerja Eselon I, 
dengan tembusan kepada PPID 
Kementerian; 

Telah 
dilaksanakan 

Daftar informasi yang diminta oleh 
PPID Eselon I maupun Direktorat 
dapat diakses pada laporan monev 
KIP 

18 menyiapkan bahan dalam 
rangka penyusunan laporan 
tahunan layanan Informasi 
Publik yang disampaikan 
kepada PPID Unit Kerja Eselon I 

Telah 
dilaksanakan 

Telah dilaporkan laporan Monev KIP 
sebagai bahan laporan tahunan 
layanan informasi publik PPID 
Eselon I 
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BAB III 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

 

3.1  Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan 
 

Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Semester I 

(Januari s/d Juni) Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan dapat 

tercapai 100% sesuai dengan  saran  tindak lanjut pada Laporan Monev 

Semester II Tahun 2025. Data perbandingan hasil monitoring dan evaluasi periode 

sebelumnya lebih  jelasnya dapat dilihat pada  Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Perbandingan Hasil Monev Periode Sebelumnya 
 

 Semester II Tahun 2025 Semester I Tahun 2026 

 Permohonan 

Data 

2 Permohonan Data Masuk 13 Permohonan Data Masuk 

Masalah 
Perlu dipublikasikannya 

informasi mengenai Profil Balai 

Penataan Ruang Laut (BPRL) 

Makassar karena adanya 

transformasi struktur organisasi 

sebagai upaya penyadartahuan 

kepada masyarakat 

Perlu dipublikasikannya 

informasi mengenai larangan  

pemberian gratifikasi 

di lingkungan BPRL Makassar 

Masalah 

Periode 

Sebelumnya 

Perlu dipublikasikannya 

informasi mengenai Inovasi 

Pelayanan Publik Tahun 2025 

yang diinisiasi oleh BPSPL 

Makassar  

Perlu dipublikasikannya 

informasi mengenai Profil Balai 

Penataan Ruang Laut (BPRL) 

Makassar karena adanya 

transformasi struktur organisasi 

sebagai upaya penyadartahuan 

kepada masyarakat 

 

 

Rekomendasi 

Melakukan publikasi terkait 

informasi mengenai Profil 

BPSPL Makassar karena 

adanya transformasi struktur 

Melakukan publikasi terkait 

informasi mengenai larangan  

pemberian gratifikasi 

di lingkungan BPRL Makassar  
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organisasi sebagai upaya 

penyadartahuan kepada 

masyarakat 

 
 
 
 
 

3.2 Permasalahan 
 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada Semester I Tahun 2026, Tim berhasil 

mengidentifikasi bahwa perlu dipublikasikannya informasi mengenai larangan 

pemberian gratifikasi di lingkungan BPRL Makassar. 

 
 

3.3 Saran Perbaikan 
 

Melakukan publikasi terkait informasi mengenai larangan pemberian gratifikasi di 

lingkungan BPRL Makassar. 
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BAB IV 
 

TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA 
 
 
 
 

4.1 Saran atau Rekomendasi Sebelumnya 

Melakukan publikasi terkait informasi mengenai profil BPSPL Makassar 

karena adanya transformasi struktur organisasi sebagai upaya 

penyadartahuan kepada masyarakat. 

 

4.2 Tindak Lanjut Hasil Monev 

Telah dilakukan publikasi terkait informasi mengenai profil BPSPL 

Makassar karena adanya transformasi struktur organisasi sebagai upaya 

penyadartahuan kepada masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) lingkup 

BPRL Makassar merupakan suatu keniscayaan jika seluruh asas-asas 

penyelenggaraan negara dapat dilaksanakan secara profesional dan 

proporsional. Keterbukaan informasi publik sebagai wujud good governance 

terus dilaksanakan oleh Balai sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan 

demokrasi sebagai amanat reformasi dapat terealisasi. Keterbukaan 

infromasi ini merupakan jawaban adanya perlindungan hukum 

terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap 

masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.
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LAMPIRAN BUKTI TINDAK LANJUT MONEV  

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 
 
Bukti Tindak Lanjut Monev Sebelumnya 

 
Telah dilakukan publikasi terkait terkait informasi mengenai profil Balai Penataan 

Ruang Laut (BPRL) Makassar karena adanya transformasi struktur organisasi 

sebagai upaya penyadartahuan kepada masyarakat. 
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INFORMASI BERKALA 
 
Link : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-
publik/berkala/  
 

 
 
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT 
 
Link : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-
publik/tersedia-setiap-saat/  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/berkala/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/berkala/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/tersedia-setiap-saat/
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INFORMASI SERTA MERTA 
 
Link : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-
publik/serta-merta/  
 

 

 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
 
Link : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-
publik/yang-dikecualikan/  
 

 

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/serta-merta/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/serta-merta/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/yang-dikecualikan/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-penataan-ruang-laut-makassar/informasi-publik/yang-dikecualikan/
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